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KATA PENGANTAR
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Pertanggungjawaban (Responsibility) Dalam Implementasi Good Corporate
Governance Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat”, yang
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melengkapi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
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Muhammad SAW.
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BABT

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak peristiwa hantaman krisis multidimensi melanda Indonesia, wacana
yang berkenaan dengan permasalahan tata kelola perusahaan yang baik ( Good
Corporate Governance | GCG ) seketika menjadi sesuatu yang hangat
diperbincangkan. Keterpurukan luar biasa yang disebabkan peristiwa tersebut telah
menyadarkan perusahaan — perusahaan di Indonesia bahwa pelaksanaan GCG
memang kurang efektif diterapkan. Banyak instansi — instansi seperti bank yang
hanya memandang GCG sebagai sebuah praktek murahan dan tidak terlalu

memberikan dampak terhadap kinerja mereka.!

Krisis di dunia perbankan Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 inj

memang bukan semata — mata diakibatkan oleh krisis ekonomi saja, tetapi juga

diakibatkan oleh belum dilaksanakannya Good Corporate Governance dan etika yang
melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia
perbankan Indonesia melaluj restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat
mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan
penting lain yaitu :

1. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian

1

http/www.mandiri.orypenerapan good corporate governance pada sector perbankan diakses tanggal 13
Desember tahun 2010




2. Pelaksanaan Good Corporate Governance

3. Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.’

Pelaksanaan GCG memang sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan

masyarakat sebagai syarat bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan

sehat. Pengaturan dan implementasinyapun memerlukan komitmen dari seluruh

Jajaran organisasi. Dimulai dari perencanaan yang matang tentang pelaksanaannya,

pembentukan organ — organ tertentu yang terkait dalam pelaksanaannya, aplikasinya

di bank, hingga sasaran yang ingin dicapai bank dari pelaksanaan tersebut.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/14/PBI/2006 tentang

pelaksanaan GCG bagi bank umum, ada 5 prinsip penerapan GCG, yaitu :

1

4,

- Iransparancy, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang

material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan.

- accountability,  yaitu  kejelasan  fungsi  dan pelaksanaan

pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan
secara efektif,

- responsibility, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan

perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank
yang sehat.

independency, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa
pengarub/tekanan dari pihak manapun, dan kelima

5. fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagi perusahaan, GCG merupakan aset dan memerlukan komitmen dan

investasi. Kultur governance harus ditumbuhkan termasuk aspek pengambilan

2 Ibid



keputusan dalam suatu manajemen. Daftar manfaat dari kepatuhan terhadap‘ GCG
sudah cukup panjang, yang semuanya bermuara pada naiknya nilai tambah pemegang

saham (increasing shareholder value).’

Secara prinsip, corporate governance dalam arti sempit meliputi dua aspek,
yaitu :

aspek governance structure atau board structure dan aspek governance
process atau governance mechanism. Governance structure membicarakan
struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara
berbagai organ utama perusahaan, yaitu Pemilik / Pemegang Saham,
Pengawas / Komisaris, dan Pengelola / Direksi / Manajemen, sedangkan
governance process membicarakan mekanisme kerja dan interaksi aktual di
antara organ — organ tersebut.’

Pada hakekatnya prinsip responsibility ini lebih menekankan kepada pihak —
pihak bank untuk bertanggungjawab penuh terhadap kerja dan kelangsungan hidup
bank tersebut serta mematuhi peraturan yang ada. Contohnya komisaris, sebagai
orang yang ditunjuk dalam mengawasi pengurusan bank yang dilakukan oleh Direksi,
ia memang benar — benar harus bertanggung jawab mengontrol setiap tindakan —
tindakan Direksi dalam menjalankan bank agar tidak menimbulkan resiko terhadap
bank tersebut. Namun yang paling penting yaitu adanya hubungan yang baik diantara

organ — organ bank tersebut, karena dengan itu setiap tindakan yang akan dilakukan

guna kepentingan bank akan berjalan dengan baik.

3 .
Ibid
. http/www.fcgi.or.id/pedoman tata kelola perusahaan diakses pada tanggal 13 Desember tahun 2010



Oleh sebab itu prinsip pertanggungjawaban (responsibility) dalam penérapan
GCG yang dilaksanakan oleh organ — organ utama dalam sebuah bank dirasa sangat
perlu diperhatikan, sebab apabila pihak — pihak tersebut tidak bertanggung jawab
secara baik terhadap operasional bank otomatis akan merugikan kepentingan para
pemegang saham bank tersebut, dan bank juga tidak beroperasi sesuai ketentuan
peratura perundang — undangan yang berlaku.

Disamping itu dengan dijalankannya tanggung jawab penuh oleh para organ —
organ utama pada sebuah bank juga akan mengurangi tingkat terjadinya konflik
kepentingan. Hal ini terbukti apabila sebuah bank telah menerapkan GCG dan
mampu melakukan kosentrasi dalam mengontrol setiap tindakan — tindakan yang
akan dilakukan oleh bank, maka risiko kerugian bank akan bisa diatasi dengan baik
dan laba yang akan diperoleh oleh bank juga bisa bertambah tiap tahunnya.

Bagi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (BPD Sumbar) sendiri
pelaksanaan GCG ini memang sudah sangat menjadi perhatian, terlebih lagi setelah
keluarnya Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI1/2006 tentang Pelaksanaan GCG
Bagi Bank Umum. Sejak tahun 2006 itu pula Bank Nagari Padang mulai efektif
melaksankan prinsip — prinsip GCG dalam mengelola bank hingga saat ini. Setiap
tahunnya terjadi peningkatan terhadap nilai kualitas pelaksanaan tersebut, hal ini
terbukti dengan semakin baiknya citra BPD Sumbar ditengah masyarakat Kota

Padang serta banyaknya penghargaan — penghargaan yang telah diperoleh.’

*  Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007




Sebagai contoh lain adalah Bank Niaga Tbk. yang telah menerapkan prinsip —
prinsip GCG sejak tahun 1980. Bank ini dianggap paling efektif dalam penerapan
GCG, ketika divestasi 50,99% saham pemerintah di Bank Niaga, price to book value
nya mencapai 1,4 kali. Ini merupakan harga penawaran tertinggi sepanjang sejarah
perbankan Indonesia. Sementara itu, bank — bank lain sangat sulit mendapatkan harga
sesuai nilai buku, tak terkecuali bank besar semacam BCA, BII, dan Bank Lippo. -

Menurut Commerce Asset Holding Berhard (CAHB), investor Malaysia yang
membelinya ada empat alasan kenapa bank ini bisa sukses “Pertama, Bank Niaga
memiliki landasan value yang baik, Kedua, di kelola oleh manajemen professional,
Ketiga, Bank Niaga bebas skandal dan Keempat Bank Niaga servisnya bagus”. !

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian  dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul:
“Pelaksanaan Prinsip ?ertanggungjawaban (Responsibility) dalam Implementasi
Good Corporate Governance Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Barat”.

B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang diatas, maka rumusan

masalah yang akan diidentifikasi adalah :

¢ Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, Penerapan Good Corporate Governance Kencana Prenada Media Group,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006, hal 161.

7 Ibid




1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan prinsip Responsibility dalam implementasi

Good Corporate Governance pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian
Dalam melakukan penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas sesuai yang
diinginkan, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian yaitu :
1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat. |
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan prinsip Responsibility dalam implementasi

Good Corporate Governance di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini
adalah :
1. Secara teoritis
Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan prinsip
Responsibility dalam penerapan Good Corporate Governance khususnya dibank

umum sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PB1/2006




2. Secara Praktis
Agar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah, serta menjadi pedoman bagi
bank dalgm melaksanakan prinsip Responsibility guna menerapkan Good

Corporate Governance dan membangun tata kelola yang baik sesuai Peraturan

Bank Indonesia Nomor 8/14/PB1/2006.

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai sebagaimana yang telah
direncanakan dan ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai
pedoman dalam melakukan penulisan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah
yuridis sosiologis. Pengumpulan data dimulai dengan data sekunder dan dilanjutkan
dengan pengumpulan data primer di lapangan terhadap pelaksanaan prinsip
responsibility dalam implementasi good corporate governance pada Bank Nagari
padang. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian terhadap
operasionalisasi pengelolaan Bank.
2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer




Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsungdi lapangan; yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui
wawancara yang dilakukan dengan pihak—pihak yang terkait dan diawali
dengan membuat suatu daftar pertanyaan, kemudian dilakukan pencatatan

hasil wawancara tersebut.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari buku — buku, peraturan —

peraturan perundang — undangan, serta kamus atau sumber lain yang berkaitan

dengan "pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban dalam implementasi good
corporate governance

Data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang
didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dan pendapat dari para
sarjana serta hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifathnya memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti
kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang
ada.

3. Sumber Data



a. Penelitian kepustakaan ( library research )

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya diperoleh
melalui buku, dokemen, referensi, dan sebagainya. Penelitian kepustakaan
dilakukan di :

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

3) Perpustakaan Bung Hatta Bukittingg
b. Penelitian Lapangan ( field research )

Penelitian lépangan adalah penelitian yang dilakukan di Kantor Pusat
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mendapatkan data yang dibutuhkan, perlu ditentukan teknik
pengumpulan datanya dan ini juga dipengaruhi oleh jenis data yang diinginkan dalam
rangka pencapaian tujuan penelitian untuk memecahkan permasalahan. Adapun

teknik pengumpulan datanya yaitu:

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab
secara lisan. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, yaitu di samping
menyusun pertanyaan dan akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mencatat hasil wawancara dari pihak —

pihak terkait, yaitu:
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1. Komisaris Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
2. Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
3. Kariawan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
b. Studi Dokumen
Yaitu mempelajari dan membahas ﬁasil penelitian mengenai peraturan-
peraturan dan bukﬁ-buku serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada

hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan cara editing, yaitu
langkah yang dilakukan untuk membersihkan data dengan cara memeriksa dan
meneliti untuk mengklasifikasikan mana data yang akan diperlukan dan yang

tidak diperlukan agar data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

kenyataan.

b. Analisis data
Dalam hal analisis data, digunakan analisa kualitatif, yakni menganalisis
dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan diuraikan dalam

bentuk kalimat-kalimat.

6.  Sifat Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif yang menggambarkan

secara tepat dan objektif tentang “Pelaksanaan Prinsip Pertanggungjawaban
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(Responsibility) dalam Implementasi Good Corporate Governance Pada PT. Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Barat™.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank
1. Pengertian Bank

Menurut Undang — undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 1 Bank
adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan dalam Undang — undang Nomor 10 Tahun
1998 Pasal 1 angka 2 Bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk — bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PB1/2006 Pasal 1 angka |
yang dimaksud dengan bank adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang — undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang — undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing”.
Sementara itu beberapa ahli mengemukakan defenisi bank sebagai berikut:

1. Azhar Abdullah menyatakan bahwa pada dasarnya definisi mengenai bank
tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaannya hanya kelihatan

pada tugas atau usaha-usaha bank tersebut. Bank adalah “suatu badan yang

12
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tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawarah dan
permintaan kredit pada waktu yang ditentukan”.®

2. Sommary, seorang ahli ekonomi menyatakan bank adalah “suatu badan yang
berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek
maupun jangka panjang”.’

3. O.P Simorangkir bank merupakan “salah satu badan usaha lembaga keuangan
yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa”.'® Adapun pemberian kredit
itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang
dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat
pembayaran baru berupa uang giral. |

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai financial
intermediary dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat serta memberi jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan
usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk
kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah
perorangan ataukah badan hukum, sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya.

3. Fungsi dan Tujuan Bank.

®  Azhar Abdullah, Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Jakarta, 1997, hal 1.
¢ M Hatta, Beberapa Pasal EkonomiDalam Perekonomian Bank, Balai Pustaka, Jakarta, 1960, him. 21.
° op Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, PT.Gramedia Jakarta 1998, hal 18.
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Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak." Dua fungsi bank ini tidak dapat dipisahkan karena jika salah satu fungsi
bank (penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat) tersebut
dihilangkan maka akan terjadi ketimpangan di dalam bank dalam menjalankan
kegiataan usahanya. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha untuk
mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya,
sedangkan sebagai lembaga keuangan, bank -mempunyai kewajiban pokok untuk
menjaga kestabillan nilai uang, mendorong kegiataan ekonomi, dan perluasaan
kesempatan kerja.'?

Sedangkan di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang
diubah menyebutkan fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia yakni:

a. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan
penyalur dana masarakat.

b. Perbankan  Indonesia  bertujuan menunjang  pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak.

Dengan demikian, fungsi perbankan tidak hanya sekadar sebagai wadah
penghimpun dan penyalur dana masarakat atau perantara penabung dan investor,

tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak,

agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Sehingga

"' Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
"2 Rachmadi Usman, Aspek — aspek Hukum Perbankan Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hal. 59
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dalam menjalankan fungsinya perbankan indonesia seyogyanya selalu mengacu
kepada tujuan perbankan Indonesia tersebut. Oleh karena itu, ketika perbankan
telah menjalankan tujuan maupun fungsi seperti yang tercantum di dalam
Undang-Undang Perbankan yang diubah maka secara tidak langsung perbankan
dapat mewujudkan tujuan nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinia ke IV. .
4. Jenis-jenis Bank.

Dari segi fungsinya serta tujuan usahanya, ada lima jenis bentuk bank,
yaitu:'?

a. Bank Sentral (Central Bank), adalah bank yang dapat bertindak
sebagai bankers, bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong, dan
mengarahkan semua jenis bank yang ada.

b. Bank Umum (Commercial Bank), yaitu bank baik milik negara,
swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya
terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta
tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka
pendek. Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut
mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari
peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor
(disebut spread).

c. Bank Tabungan (Saving Bank), yaitu bank baik milik negara, swasta,
maupun Koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama
menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya
terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

d. Bank Pembangunan (Development Bank), yaitu bank baik milik
negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat ataupun daerah, yang
dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam
deposito, dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah,
dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit
Jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

e. Bank Desa (Rural Bank), yaitu bank yang menerima simpanan dalam
bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam

™ Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, PT, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hal. 17
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usahanya memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang
maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan perdesaan.

Dari segi penciptaan uang giral, bank terbagi dua yaitu: '

a. Bank Primer, yaitu Bank yang dapat menciptakan uang melalui
simpanan masyarakat yang ada padanya, yaitu simpanan likuid
dalam bentuk giro. Yang dapat bertinda sebagai bank primer ini
adalah bank umum.

b. Bank Sekunder, yaitu bank yang tidak bias menciptakan uang
melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya
bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya
bank yang bergerak pada bank sekunder adalah bank tabungan, bank
pembangunan, yang sekarang ada di Indonesia adalah berupa bank
perkreditan rakyat. Semua bank tersebut tidak boleh menciptakan
uang giral.

Pasal 5 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan hanya
mengenal auajenis bank, yaitu:

a. Bank umum, yaitu Bank yang melaksanakan kegiataan usaha secara
konvesional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal
1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu Bank yang melaksanakan kegiataan
usaha secara konvesional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan).

5. Kegiatan — kegiatan Bank

Kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan.
Sama halnya seperti pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak bank
secara sederhana dapat dikatakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan

menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum. Dalam

'*" Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal, 74
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melaksanakan kegiatannya bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat. Produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini
dsebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan
jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Raky_at mempunyai keterbatasan tertentu,

sehingga kegiatannya lebih sempit.'®

Menurut Ketentuan Pasal 6 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, bahwa kegiatan usaha

yang dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito,
sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lainnya.
b. Menyalurkan dana lewat pemberian kredit.
. Menerbitkan surat pengakuan utang
. Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri atau atas
kepentingan dan/atau nasabah yakni terhadap surat berharga
sebagai berikut:
1) Surat-surat wesel
2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya
3) Kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintahan
4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
5) Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum I
" (satu) tahun.
¢. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri maupun
untuk kepentinggan nasabah
f. Menempatkan, meminjam, atau meminjamkan dana kepada atau
dari bank lain dengan menggunakan instrument berupa surat,
telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrument-instrumen
lainnya.
g. Menerima pembayaran atau tagihan surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

a0
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Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him, 39-40
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h. Menyediakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (
berdasarkan kontrak).

i. Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada
nasabah lainnya dalam bentyuk surat berharga yang tidak tercatat
pada bursa efek.

j. Membeli barang angunan debiturnya melalui pelelangan dengan
syarat agar barang yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.

k. Melakukan kegiatan usaha kartu kredit dan wali amanat.

I. Menyediakan pembiayaan dan atau mlakukan kegiatan lain
berdasarkan prinsip syariah

m.Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank
(seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap
bunga, frust, dan lainnya).

Sedangkan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur di dalam Pasal

13 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

UU No. 10 Tahun 1998, yang meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan desngan itu.

b. Memberikan kredit

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi
hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposit, dan atau tabungan
pada bank lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Good Corporate Governance dan Prinsip
Responsibility
1. Pengertian GCG

Good Corporate Governance atau yang biasa disingkat GCG menurut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Pasal 1 angka 6 adalah “suatu
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tata kelola bank yang menerapkan prinsip — prinsip keterbukaan (transparéncy),
akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi
(independency), dan kewajaran (fairness)”.

Menurut Price Waterhouse Coopers, Good Corporate Governance terkait
dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi,
nilai — nilai, system, berbagai proses, kebijakan — kebijakan dan struktur
organisasi, yang beﬁ:ujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien,
dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memerhatikan
kepentingan stakeholders."®

Tirmidzi Taridi mendefinisikan GCG sebagai “suatu tata kelola
perusahaan yang baik dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh
pemegang kepentingan (stakeholders)”.”Sementara itu Ridwan Khairandy dan
Camelia Malik menyatakan bahwa GCG adalah:

seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan
komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan
(stakeholders) yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan
untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan
yang didasarkan atas azas transparansi, responsibilitas, akuntabilitas,
independensi dan kewajaran.'®
2. Langkah awal penerapan GCG
Penerapan GCG dapat ditempuh dalam beberapa tahapan yang harus

dilakukan secara berkelanjutan :

'8 Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, Op-Cit, hal 26

17

18

Tirmidzi Taridi, Seminar Nasional Rejuvenating Our Teaching Research in Financial Accounting and
Modeling GCG in Indonesia, Yogyakarta, 1 — 3 Juli 2009.

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan
Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum.Total Mediya Yogyakarta, 2007, hal, 193.
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1) Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk
melaksanakan GCG oleh semua anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua
karyawan.

2) Perusahaan perlu melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan
yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang
diperlukan.

3) Setelah ketimpangan dan tindakan korektif yang diperlukan
teridentifikasi, perlu disusun program dan pedoman pelaksanaan
GCG perusahaan.

4) Dilakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa
memiliki dari semua pihak di dalam perusahaan, serta pemahaman
atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari.

5) Melakukan penilaian independen untuk memastikan penerapan GCG
secara berkesinambungan. Tanpa adanya penilaian atau monitoring
yang berkelanjutan atas penerapan GCG, maka akan sulit untuk
mengukur efektivitas dan sudah sejauh mana penerapan GCG
dilakukan secara konsisten.'’

3. Tujuan dan Manfaat penerapan GCG

Secara umum, penerapan prinsip GCG secara konkrit, memiliki tujuan
terhadap perusahan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;

2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja
ekonomi perusahaan;

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap
perusahaan

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. %

Seterusnya manfaat dari Implementasi Good Corporate Governance ini

sendiri adalah :

' Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, Op-Cit, hal 46.

% Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, Op-Cit, hal 68
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1) Pengelolaan ~ sumber daya korporasi secara amanah dan
bertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja korporasi
secara substainable.

2) Perbaikan  citra korporasi  sebagai agen ekonomi yang
bertanggungjawab (good corporate citizen) sehingga meningkatkan
nilai perusahaan (value of the Sfirm).

3) Peningkatkan keyakinan investor terhadap korporasi sehingga
menjadi lebih atraktif sebagai target investasi.

4) Memudahkan akses terhadap investasi domestik dan asing.

5) Melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntutan hukum.?'

4. Prinsip — prinsip dan aspek — aspek penerapan GCG

Adapun penjabaran prinsip - prinsip pelaksanaan Good Corporate
Governance  seperti yang dijelaskan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/14/PB1/2006 adalah :

1) Transparansi, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang
material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami
oleh pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat
mepertanggungjawabkan kinerjanya secara trasnparan dan wajar.

3) Responsibilitas, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan
perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan.

4) Independensi, yaitu perusahaan harus dikelola secara independen.

5) Fairness, yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan prinsip GCG tidak hanya berkaitan dengan kepentingan para
pemegang saham yang sudah ada dalam suatu perusahaan, melainkan turut
meliputi kepentingan para calon investor (future investors). Dengan kata lain,

implementasi GCG akan memerhatikan kepentingan dari para calon investor

2 Ibid
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dengan me'mber akses informasi material yang cukup baik dari suatu perusahaan,

sebelum memutuskan untuk berinvestasi diperusahaan/perbankan tersebut.”
Dalam penerapan tersebut Direksi, Komisaris dan pegawai Bank

mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan praktek Tata Kelola

Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG). Komitmen yang tinggi

tersebut diawali dengan ditandatanganinya Pernyataan Komitmen Untuk

Menerapkan Good Corporate Governance oleh segenap Direksi, Komisaris dan

Pemimpin Divisi pada Rapat Kerja Perusahaan, yang selanjutnya diikuti oleh

segenap pegawai di seluruh jenjang organisasi, dan diperbaharui setiap tahun.
Kemudian untuk mendorong implementasi prinsip — prinsip GCG, muncul

suatu ide tentang organ tambahan dalam struktur perusahaan. Organ — organ

tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan Good Corporate

Governance di dalam perusahaan — perusahaan di Indonesia dan meningkatkan

perlindungan bagi kreditur. Organ — organ tambahan tersebut diantaranya :

1) Direktur Independen

2) Komisaris Independen

3) Komite audit

4) Sekretaris perusahaan

Keberadaan empat organ tambahan ini diharapkan dapat menjadikan pengelolaan

perusahaan menjadi lebih baik.

2 Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, Op-Cit, hal 70
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Sedangkan aspek - aspek dari penerapan Good Corporate Governance

adalah:

1. Aspek pertama berkaitan dengan pola hubungan dan perilaku aktor
dalam perseroan. Perilaku manajemen dengan karyawan; perilaku
perseroan dengan pemasok, dengan kreditor, dan lain-lain. Indikator
yang digunakan untuk melihat bagaimana perilaku ini memberikan
manfaat adalah bagaimanakah tingkat efisiensi perusahaan,
bagaimanakah kinerja perusahaan, pertumbuhan, perlakuan kepada
pemegang saham dan pemangku kepentingan, dan lain-lain. Aspek
ini disebut aspek perilaku korporasi dan sasarannya adalah
peningkatan kinerja (performance).

2. Aspek kedua berkaitan dengan seperangkat peraturan dan norma
yang membentuk perilaku di atas. Hal ini meliputi hukum
perusahaan, peraturan perundang-undangan lainnya, standar dan
norma, seperti kode etik profesi, pedoman etika korporasi, dan lain-
lain. Semua ini disebut aspek normatif dari corporate governance
dan sasarannya adalah kepatuhan (comformance).”>

5. Aturan — aturan mengenai GCG

Ada beberapa aturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan
prinsip GCG antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000
tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, yang dimana di dalamnya diatur
kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum,
serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus
bank. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, tentang Penerapan
Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan
diterbitkannya SE No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 yang mewajibkan

bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap

o Stijn Claessens, Corporate Governance abd Development Focus 1, (Makalah disampaikan pada Global
Coporate Governance Forum, 2003), hal. 4.
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jenjang jabatan terkait dengan penerapan manajemen risiko. Dengan adanya
ketentuan tentang Good Corporate Governance yang telah ditetapkan lBimk
Indonesia selaku pengawas perbankan, tentunya akan memberikan suatu arahan
dan pedoman yang jelas bagi industri perbankan di Indonesia terutama bagi PT.
Bank Pembangunan Daerah Surmatera Barat, dimana dalam mewujudkan Good
Corporate Governance yang bukan saja sebagai suatu kewajiban dan keharusan
sebagaimana yang dijelaskan dalam Bank Indonesia No. 8/4/PB1/2006 Peraturan
Bank Indonesia No. 8/14/PB1/2006 pasal 2 ayat 1, namun juga merupakan suatu
kebutuahn yang harus dipenuhi dalam hal pengelolaan perusahaan yang baik.

Tujuan utama dari peraturan diatas adalah sebagai upaya perwujudan
Good Corporate Govenance dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan
operasional bank yang dilakukan oleh direksi dan komisaris, maupun pemegang
saham. Peraturan tersebut memiliki korelasi yang kuat, mengingat organ
perusahaan yang mendapat perhatian paling besar unuk diperbaiki dan
ditingkatkan kinerjanya adalah dewan direksi dan komisaris. Karena peranan
direksi dan komisaris rentan untuk disalahgunakan seandainya tidak ada
mekanisme check and balances yang baik antara seluruh organ perusahaan.*
6. Prinsip Responsibility

Prinsip Responsibility artinya “suatu prinsip dimana sebuah perusahaan

harus mematuhi peraturan perundang — undangan serta melaksanakan tugas dan

24

Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, Op-Cit, hal 117
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tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan”.*® Selain itu Indra

SiFvaARA da0 WaH  Yisnavandts fietiearaiearn kakwa  Pritgin Rexnnncibiline 1

Responsibilitas adalah “perwujudan dari tanggung jawab suatu perusahaan untuk
mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang — undangan yang berlaku di negara asalnya atau tempatnya berdomisili
secara konsekuen”.”® Termasuk peraturan  dibidang  lingkungan hidup,
ketenagakerjaan, perpajakan, perlindungan  konsumen dan sebagainya,
sebagaimana ditentukan peraturan perundang — undangan ditiap negara.

Pada dasarnya prinsip responsibility / tanggung jawab bertujuan untuk
dapat memperoleh dan mempertahankan nama baik perusahaan. Dengan adanya
nama baik perusahaan, pemegang saham yang sudah ada dapat memperoleh
kepastian yang lebih besar mengenai prospek suatu perusahaan. Calon investor
memiliki alasan yang cukup kuat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan
— perusahaan yang memiliki nama baik dimata pemerintah dan masyarakat.

Prinsip responsibility ini lebih dimainkan oleh organ — organ utama dalam
sebuah perusahaan, seperti RUPS, Komisaris, dan Direksi. Sebab ketiga organ ini,
merupakan organ utama yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan. Ketiga
pihak ini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan perusahaan
agar tidak merugikan kepentingan para pemegang saham. Oleh karena itu

pelaksanaan prinsip responsibility tersebut dapat dilihat dari tanggung jawab yang

* Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Op-Cit, hal 169.
% Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, Op-Cir, hal 82.
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dijalankan oleh organ — organ utama bank ini, beserta tanggung jawab organ -
organ tambahan yang berperan dalam pelaksanaan GCG yaitu Komissaris dan
Direksi Independen, Sekretaris Perusahaan, serta Komite Audit. Artinya dengan
berjalannya tangguhg jawab keseluruhan organ tersebut, otomatis bank patuh

pada aturan — aturan yang berlaku.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Good Corporate Governance Pada PT. Bank Pembangunan

Daeraah Sumatera Barat

Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (BPD Sumbar)
penerapan Good Corporate Governance atau GCG merupakan tanggung jawab
Satuan Kerja Kepatuhan. Dari hasil wawancara dengan Dr. Heri selaku staff Satker
Kepatuhan yang menangani masalah pelaksanaan GCG tersebut dijelaskan bahwa
GCG telah diterapkan sejak bulan Januari tahun 2006. Hal ini dilakukan karena
keluarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PB1/2006 tentang pelaksanaan GCG
bagi bank umum, dengan pertimbangan untuk meningkatkan dan memperkuat

industri perbankan nasional sesuai arsitektur Perbankan Indonesia, maka setiap bank
umum di Indonesia wajib melaksanakan GCG dan melaporkan nya 1 kali setahun.
Hal ini dirasa penting oleh manajemen BPD Sumbar karena mereka yakin dengan
penerapan prinsip — prinsip GCG adalah syarat mutlak untuk meningkatkan nilai
tambah bagi pemegang saham.?’

Dalam penerapan GCG pada BPD Sumbar, ada beberapa langkah yang
dilakukan :

1. Awareness

Awareness atau Sosialisasi adalah langkah awal yang dilakukan oleh
Tim Pelaksana GCG pada BPD Sumbar, dalam hal ini adalah Satuan

" Hasil wawancara dengan Dr. Heri selaku staff satuan kerja kepatuhan BPD Sumbar pada tanggal 23 Mei 2011
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Kerja Kepatuhan dengan cara mensosialisikan setiap aspek — aspek
yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG kepada setiap insan bank.
Dalam hal ini tim dari satuan kerja kepatuhan mempresentasikan
segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG kepada seluruh
insan bank, mulai dari prinsip — prinsip GCG yang harus
dilaksanakan, tujuan pelaksanaan, hingga keuntungan yang diperoleh
dari pelaksanaan GCG tersebut.

2. Understanding
Understanding adalah pemahaman dasar yang diberikan kepada
seluruh insan bank mengenai pelaksanaan GCG sehingga dengan
adaya pemahaman tersebut diharapkan akan menciptakan suatu
komunikasi yang baik berkenaan dengan GCG tersebut.

3. Interest
Intersest adalah pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan
GCG pada BPD Sumbar dan juga pemahaman mengenai praktek
pelaksanaan GCG tersebut, atau bisa disebut langkah ini adalah pra
pelaksanaan GCG.

4. Desire
Desire adalah sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan GCG
tersebut dan juga perubahan — perubahan yang diharapkan nantinya
setelah terlaksananya GCG pada BPD Sumbar. Jadi dalam hal ini
BPD Sumbar mempunyai target tersendiri nantinya setelah GCG itu
dilaksanakan sebaik mungkin.

5. Action
Action adalah implementasi dari pelaksanaan GCG, atau langkah ini
adalah aplikasi dari empat langkah awal diatas. Dalam hal ini
Komisaris dan Direksi BPD Sumbar mempunyai peran yang penting,
sebab implementasi GCG tersebut akan berjalan dengan baik apabila
kedua organ utama bank ini berperan baik dalam bank.

6. Assessment
Assessment adalah langkah terakhir dari implementasi GCG pada
BPD Sumbar, ini merupakan tahapan penilaian kualitas dari
implementasi GCG yang dilakukan selama satu tahun. Penilaian ini
diberikan oleh Bank Indonesia sekali setahun sesuai Laporan
Pelaksanaan GCG dari BPD Sumbar. Dengan adanya penilaian
tersebut, maka dapat memicu BPD Sumbar untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan GCG nya dari tahun ke tahun.”®

Penerapan GCG pada BPD Sumbar dilakukan dengan prinsip untuk mencapai

standar yang tinggi agar bisa mendukung tujuan bisnis, baik pertumbuhan usaha,

% Data dari Pedoman Pelaksanaan GCG BPD Sumbar
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profitabilitas, nilai tambah untuk seluruh stakeholders, serta meningkatkan
kemampuan agar keberlangsungan usaha jangka panjang dapat dicapai. Dengan
demikian lingkup implementasi GCG di BPD Sumbar adalah masih baru yang
meliputi pemahaman, pemantauan serta pengelolaan yang baik terhadap strategi
usaha, pengembangan produk, layanan dan jaringan, pengembangan sumber daya
manusia, suksesi dan budaya, proses manajemen risiko, dan pengendalian intern yang
terpadu, serta proses yang handal. Untuk itu nilai-nilai transparansi, akuntabilitas,
tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan (fairness) harus diimplementasikan
dalam mengelola hal tersebut. |

Dalam Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007 dijelaskan bahwa
prinsip — prinsip GCG tersebut telah diimplementasikan oleh BPD Sumbar yang
melingkupi hal — hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparancy)
Dalam hal ini BPD Sumbar telah mengungkapkan informasi secara
tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta
mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Informasi
yang diungkapkan tidak terbatas pada hal yang bertalian dengan visi,
misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan
kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif,
pengelolaan risiko (risk managemenr), sistem pengawasan dan
pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG
serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

2. Akuntabilitas (4ccountability)
BPD Sumbar juga menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-
masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha
dan strategi. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi
bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan
memahami perannya dalam melaksanakan GCG. Bank harus memiliki
ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran
yang disepakati konsisten dengan nilai Bank (corporate values),
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sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and

punishment system.

3. Pertanggungjawaban (responsibility)
Untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPD Sumbar berpegang pada
prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin
dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. BPD Sumbar juga bertindak
sebagai good corporate citizen (warga bank yang baik) termasuk
peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung Jawab sosial.

4. Independensi (independency)
BPD Sumbar terus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar
oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan
sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala
tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (fairness)

BPD Sumbar senantiasa memperhatikan seluruh stakeholders

berdasarkan azas dan kewajaran (equal treatment).”’

Sesuai dengan prinsip — prinsip GCG diatas maka ada beberapa aspek yang
harus diaplikasikan oleh BPD Sumbar guna terciptanya tujuan dari implementasi
GCG tersebut. Hal ini dicantumkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
9/12/DPNP/2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank
umum. Surat edaran BI ini merupakan perwujudan pelaksanaan GCG bagi bank
umum yang mengacu pada PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi
bank umum. Adapun aspek — aspek yang harus diaplikasikan oleh bank sesuai surat
edaran tersebut adalah :

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
Penanganan benturan kepentingan

Penerapan fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi audit interen
Penerapan fungsi audit eksteren

ek b ol b ol ol =

¥ Data dari laporan pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2009
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8. Penerapan anajemen resiko termasuk system pengendalian interen
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan
dana besar (large exposures)
10.Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan
pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal
11. Rencana strategis bank
Dalam pelaksanaannya, BPD Sumbar memang selalu mengacu kepada 11
aspek yang diatur dalam SEBI No. 9/12/DPNP/2007 tersebut, artinya dalam Laporan
Pelaksanaan .GCG memang dijelaskan bagaimana pelaksanaan aspek — aspek
tersebut. Untuk itu dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007 — 2009
dapat dilihat bentuk — bentuk penerapan aspek — aspek tersebut, yaitu:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Dalam Anggaran Dasar Bank Padang ditetapkan bahwa Dewan Komisaris
bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan bank, dan memberikan masukan
kepada direksi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya. Tugas dan Tanggung
Jawab Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar tersebut dan
tugas-tugas lain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia telah
dilaksanakan dengan baik. Dewan Komisaris telah memastikan pelaksanaan
prinsip-prinsip GCG pada BPD Sumbar, telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi, telah mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank, telah melaksanakan tugas dan
tanggung jawab secara independen, telah membentuk Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, telah memastikan pelaksanaan

tugas komite. telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, dan mengalokasikan
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waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyé dan
Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang — undangan yang berlaku,
serta melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada
seluruh tingkatan organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab, direksi senantiasa berupaya mendorong peningkatan peran SKAI, SKMR,
Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, menindaklanjuti temuan
audit, serta hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas
lain, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan kepegawaian yang bersifat strategis
kepada pegawai, menyelesaikan permasalahan hukum pidana dan perdata yang
dihadapi oleh bank, menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini
dan tepat waktu kepada Komisaris, mempertanggung-jawabkan pelak-sanaan tugas
kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham, memiliki
pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja,
waktu kerja dan rapat. Namun upaya-upaya yang dilakukan tersebut dinilai belum
mencapai titik optimal sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan yang
berkesinambungan pada masa yang akan datang.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit
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Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komitc'Audit
telah melakukan tugas - tugas memantau dan mengevaluasi perencanaan dan
pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka
menilai kecukupan Pengendalian Intern termasuk kecukupan proses pelaporan
keuangan. Komite Audit juga telah melakukan review pelaksanaan tugas
SKAI, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku,
dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan
Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Selain itu Komite Audit telah
memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan
Komisaris. l

. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite
Pemantau Risiko BPD Sumbar telah melakukan tugas-tugas mengevaluasi
kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko, serta memantau dan
menge\./aluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko.

. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi

Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite
Remunerasi BPD Sumbar mengadakan study banding ke empat Bank

Pembanguan Daerah untuk mengumpulkan data mengenai remunerasi Dewan
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Komisaris dan Direksi pada tahun 2008, telah mengusulkan Remdnerasi
Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dalam
Rapat Umum Pemegang Saham, dan telah membahas usulan kenaikan
tunjangan perun;lahan Direksi yang diajukan oleh Direksi. Komite telah
menyampaikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas
usulan tersebut.
4. Penanganan benturan kepentingan

BPD Sumbar senantiasa berupaya agar dalam setiap pengambilan keputusan

terhindar dari kondisi terjadinya benturan kepentingan. Untuk itu bank melengkapi

setiap jenis kegiatan operasional dengan kebijakan, sistem dan prosedur

penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai

bank, serta pedoman administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan

kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. Kebijakan tersebut tersebar dalam

berbagai kebijakan yang relevan. Apabila terjadi benturan kepentingan maka harus

diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasi dengan baik. Setiap

benturan kepentingan harus tidak merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

5. Penerapan fungsi kepatuhan

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 1/6/PBI/1999 diatur bahwa Direktur

Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk

menetapkal; langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah

memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan
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lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan
menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan, serta
memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen
yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang
berwenang. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Direktur
Kepatuhan wajib mencegah Direksi Bank tidak menempuh kebijakan dan/atau
menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlai(u.

Dalam tahun 2008, fungsi kepatuhan pada BPD Sumbar telah dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Hingga sekarang BPD Sumbar telah memiliki Satuan
Kerja Kepatuhan yang Independen terhadap satuan kerja operasional, telah
menyempurnakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur
Kepatuhan sehingga menjadi lebih efektif, telah melengkapi satuan kerja
kepatuhan dengan jumlah personil yang cukup dan memiliki kompetensi yang
memadai, jajaran Direktur Kepatuhan telah bekerjasama dengan satuan Kerja
terkait telah melakukan pengkinian sejumlah peraturan intern, telah
mensosialisasikan ketentuan-ketentuan baru kepada pejabat dan petugas pelaksana
dalam jajaran organisasi bank, telah memonitor dan memastikan bahwa unit kerja
telah memenuhi komitmen yang dibuat bank dengan Bank Indonesia, Direktur
Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya kepada Direktur Utama dan bank.




36

6. Penerapan fungsi audit interen

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 1/6/PB1/1999 diatur pula bahwa Bank wajib
menerapkan fungsi audit intern sebagaimaha yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern. Sehubungan' dengan itu, BPD
Sumbar telah memiliki Pedoman Standard Pelaksanaan Audit Intern Bank, telah
melaksanakan audit pada kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor Kas,
kerja di kantor pusat, dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya yang dilaksanakan
bank. Selain itu bank tetap memposisikan bahwa SKAI independen terhadap
satuan kerja operasional, dan bank senantiasa berupaya meningkatkan jumlah,
kompetensi dan profesionalitas auditor. SKAI telah melakukan fungsi pengawasan
secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan
rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit, telah melaksanakan tugas
meliputi penilaian kecukupan sistem pengendalian intern, efektifitas sistem
pengendalian intern, dan kualitas kinerja. Selain itu SKAI telah melaporkan
temuan-temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, Namun SKAI
belum efektif memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak
lanjut perbaikan yang dilakukan Auditee dan belum mengkinikan pedoman serta
sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang
berlaku.

7. Penerapan fungsi audit eksteren
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Laporan keuangan bank setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (kAP).
Untuk maksud tersebut, BPD Sumbar menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bank Indonesia. Akuntan Publik dan
KAP yang ditunjuk tidak ada yang lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut
untuk melakukan audit keuangan bank. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP
terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari
Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Penugasan audit kepada Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik memperhatikan aspek kapasitas Kantor Akuntan
Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar
profesional Akuntan Publik, dan komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor
Akuntan Publik dimaksud.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan
management letter kepada bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen,
memenuhi standar professional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang
lingkup audit yang ditetapkan.

. Penerapan manajemen resiko termasuk system pengendalian interen

Dalam penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris telah memiliki tugas dan
tanggung jawab yang jelas, antara lain menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
manajemen risiko, mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan
kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan

Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan
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Komisaris." Tugas dan tanggung jawab tersebut telah dilaksanakan sebagaimana
mestinya oleh Dewan Komisaris melalui perantara Komite Pemantau Risiko.
Sementara itu Direksi juga telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas
dalam manajemen risiko, antara lain melakukan kaji ulang terhadap metodologi
penilaian risiko, menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan
tugas pengelolaan risiko yang efektif, merencanakan dan merealisasikan
peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara
berkala dan berkelanjutan. Tugas dan tanggung jawab tersebut telah dilaksanakan
Direksi secara memadai melalui bantuan Komite Manajemen Risko.

. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar
(large exposures)

BPD Sumbar sangat selektif dan berhati-hati melakukan penyediaan dana kepada
pihak terkait, sehingga porsi kredit kepada pihak terkait dalam total kredit yang
diberikan bank relatif sangat sedikit. Dalam rangka penyediaan dana kepada pihak
terkait dan penyediaan dana besar, Bank Nagari Padang juga memiliki kebijakan,
sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas, secara berkala mengevaluasi dan
mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan penyediaan dana oleh
bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi
ketentua Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan

memperhatikan prinsip kehati-hatian.
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10.Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pela.k;:.anaan
Good Corporate Governance dan pelaporan internal
a. Transparansi kondisi keuanangan dan non keuangan BPD Sumbar
Penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Nagari
Padang telah mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Bank
Indonesia. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan
kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan
telah melaporkan kepada Bank Indonesia atau stakeholders sesuai ketentuan
yang berlaku. BPD Sumbar juga telah menyusun dan menyajikan laporan
dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia tentang  Transparansi Kondisi Keuangan Bank, telah
mentransparansikan informasi produk bank sesuai ketentuan Bank Indonesia
tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Dana Pribadi
Nasabah, mentransparansikan tatacara pengaduan nasabah dan penyelesaian
sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan
Nasabah dan Mediasi Perbankan, dan telah menyampaikan Laporan Tahunan
kepada Bank Indonesia, YLKI, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi
Bank-Bank di Indonesia, LPPI, 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi
dan Keuangan, 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan, dan pihak-pihak
lainnya yang berkepentingan. Disamping itu bank juga telah

mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai



ketentuan pada homepage bank, meliputi Laporan Tahunan (keuangan dan non
keuangannya), serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dalam surat
kabar yang memiliki peredaran luas di Sumatera Barat.
b. Laporan pelaksanaan GCG BPD Sumbar
Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2006 dilaporkan tahun 2007, tahun 2007
dilaporkan tahun 2008, tahun 2008 dilaporkan tahun 2009, dan begitu
seterusnya. Laporan tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank
Indonesia. Isi dan cakupan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan telah mencerminkan kondisi yang sebenarnya atau sesuai hasil self
assessment bank. Laporan dilampiri dengan hasil self assessment bank, dan
telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Bank Indonesia,
Lembaga Pemeringkat di indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, 2
lembaga penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan, 2 Majalah Ekonomi dan
Keuangan dan pihak berkepentingan lainnya. Disamping itu Bank juga telah
menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage Bank secara tepat
waktu.
c¢. Kecukupan pelaporan internal BPD Sumbar

Bank Nagari Padang telah dilengkapi dengan pelaporan internal yang lengkap
dan didukung dengan Sistem Informasi Mnajemen yang cukup handal.
Laporan menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan dan diterbitkan tepat

waktu. Untuk menghasilkan pelaporan internal, bank menyediakan sistem
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informasi yang ﬁemadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang
kompeten, dilengkapi dengan IT security system yang memadai. Meskipun
demikian dalam pelaksanaan pelaporan internal tersebut masih ditemukan
kelemahan - kelemahan yang memerlukan penyempurnaan - penyempurnaan
secara berkelanjutan.
11.Rencana strategis BPD Sumbar
BPD Sumbar telah menyusun Rencana staregis dalam bentuk corporate plan dan
business plan. Penyusunan dilaksanakan secara realistis, komprehensif, terukur
(achievable), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap
perubahan internal dan eksternal. Rencana staregis tersebut telah disetujui oleh
Komisaris, telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham Pengendali dan
kepada seluruh jenjang organisasi pada bank, serta telah dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan dan penyampaian business plan telah berpedoman kepada Peraturan
Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank, telah memperhatikan Tingkat
Risiko Ko;nposit dan Risk Control System (RCS), telah memperhatikan faktor
eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank, serta

telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip perbankan yang sehat.
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Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan business plan

tersebut.>”

Aspek — aspek diatas merupakan wujud implementasi GCG pada BPD

Sumbar yang telah dilaksanakan dari tahun 2006 sampai sekarang, dan dalam

pelaksanaannya masih ada kekurangan — kekurangan dari tiap — tiap aspek yang

diaplikasikan tersebut. Akan tetapi sejak tahun 2006 kualitas pelaksanaan GCG pada

BPD Sumbar secara umum terus membaik. Satuan Kerja Kepatuhan BPD Sumbar

juga selalu memperhatikan aspek — aspek mana yang pelaksanaannya masih kurang

agar kualitas pelaksanaan GCG nya terus membaik.

Kemudian setelah aspek — aspek tersebut diterapkan, juga dijelaskan dalam

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP/2007 tersebut mengenai proses

penilaian terhadap kesebelas aspek yang telah diterapkan itu. Langkah yang ditempuh

dalam penilaian kualitas pelaksanaan GCG suatu bank ialah :

It

2.

wh

Dilakukan penilaian terhadap sebelas aspek yang diterapkan dalam
pelaksanaan GCG tersebut.

Setelah melakukan penilaian terhadap sebelas aspek tersebut, kemudian
bank harus membobot kesebelas aspek yang diterapkan tersebut dengan
persentase pembobotan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SEBI
Nomor 9/12/DPNP/2007 tersebut.

. Nilai akhir masing - masing aspek diperoleh dengan mengalikan bobot

persentase dengan hasil peringkat masing — masing aspek. Misalnya
aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
bobot nya dalam SEBI Nomor 9/12/DPNP tahun 2007 adalah 10% dan
peringkat nya 2, maka nilai akhir dari aspek tersebut adalah 20% atau
0,2.

. Bank harus menjumlahkan kesebelas nilai akhir dari aspek tersebut.
. Dari hasil tersebut dapat dilihat kualitas pelaksanaan GCG suatu bank

apakah sudah baik atau belum.

s

% Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007 - 2009
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Adapun predikat komposit yang mungkin dicapai oleh setiap bank setelah

melaksanakn GCG dapat dilihat dari tabel dibawah :

NILAI KOMPOSIT PREDIKAT KOMPOSIT
Nilai Komposit < 1,5 Sangat Baik
1,5 ? Nilai Komposit < 2,5 Baik
2,5 ? Nilai Komposit < 3,5 Cukup Baik
3,5 7 Nilai Komposit < 4,5 Kurang Baik
4,5 ? Nilai Komposit < 5§ Tidak Baik

Sumber : Dalam SEBI No. 9/12/DPNP/2007 tentang pelaksanaan
GCG bagi bank umum

Dari data yang dperoleh, pada tahun 2007 pelaksanaan GCG pada BPD
Sumbar memperoleh predikat “Cukup Baik” dengan total nilai komposit 3,200 ,
kemudian tahun 2008 memperoleh predikat “Baik” dengan total nilai komposit
sebesar 1,975 , dan pada tahun 2009 juga memperoleh predikat “Baik” dengan nilai
komposit yang lebih kecil dari tahun 2008 yaitu sebesar 1,525

Jadi semakin kecil hasil akhir nilai komposit yang diperoleh sebuah bank
dalam pelaksanaan GCG, maka semakin baik pula pelaksanaan GCG pada bank
tersebut. Seperti yang terlihat pada BPD Sumbar sejak tahun 2006 sampai sekarang,
Nilai Komposit pelaksanaan GCG nya terus menurun dan otomatis Predikat
Kompositnya terus membaik. Hal ini membuktikan kualitas pelaksanaan GCG pada
BPD Sumbar terus meningkat, artinya sebelas aspek pelaksanaan GCG yang

ditetapkan oleh SEBI No. 9/12/DPNP/2007 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank

3 1bid



Umum tersebut telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan selalu ditingkatkan

dari tahun ke tahun.

B. Bentuk Pelaksanaan Prinsip Pertanggungjawaban Responsibility Dalam
Implementasi GCG Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
Dalam buku Pedoman Pelaksanaan GCG yang dikeluarkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pﬁnsip Responsibility adalah :

Suatu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan harus mematuhi
peraturan perundang — undangan yang berlaku dalam menjalankan
usahanya serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyaakat dan
lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka
panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate Citizen
(Masyarakat Bank yang Baik). .

Untuk menerapkan hal tersebut ada dua pedoman pokok pelaksanaan yang
harus

dijalankan bank yaitu :

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati — hatian dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang — undangan,
anggaran dasar dan peraturan perusahaan.

2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab social dengan antara
lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama
disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan
yang memadai.*®

Artinya pelaksanaan prinsip responsibility tersebut dapat dilihat dari tanggung jawab

organ — organ bank yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Good Corporate

32 Komite Nasional Governance Indonesia, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia”, KNKG,
Jakarta, 2006, hal. 6
P Ibid
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Governance pada BPD Sumbar beserta tanggung jawab sosial yang dibcrikaﬁ oleh
BPD Sumbar kepada masyarakat.
Adapun tanggung jawab organ — organ yang terkait dalam pelaksanaan GCG
pada bank nagari padang tersebut ialah :
1. Tanggung jawab Organ — organ utama
a. RUPS
RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dalam pasal 1 angka 4 Undang
— undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan sebagai “organ
perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang — undang ini dan
atau anggaran dasar”. Dengan kata lain RUPS memiliki kewenangan tersendiri
dalam sebuah perusahaan.
Pada Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang
menjadi tanggung jawab RUPS BPD Sumbar ialah dalam hal :
mengesahkan anggaran dasar, mengesahkan rencana jangka panjang
(corporate plan), menetapkan perubahan anggaran dasar bank,
pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan bank atau
pengalihannya, menyetujui penambahan dan pengurangan modal bank,
mengangkat dan memberhentikan serta melakukan pembagian tugas
bagi Direksi dan Dewan Komisaris, menilai kerja Dewan Komisaris dan
Direksi, serta menetapkan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi.>*
Pada tahun 2007 BPD Sumbar telah melakukan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (RUPST) sebanyak satu kali. Dalam rapat ini hanya menjelaskan

bagaimana pertanggungjawaban Direksi selama menjalankan tugasnya satu tahun

™ Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007



46

yang lalu. Kemudian diadakan pula Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) guna melakukan pemilihan terhadap pengurus BPD Sumbar yang baru.

Hasilnya terpilihlah Dewan Komisaris BPD Sumbar baru yang bertugas sampai

tahun 2011 yaitu Yohanes Dahlan selaku Komisaris Utama, Alimuddin selaku

Komisaris, serta Niki Lukviarman dan Firman Hasan sebagai Komisaris

Independen. Sementara itu Direksi yang baru dan bertugas sampai tahun 2012

ialah Suryadi Azmi, Indra Wediana, Syamsir Alam, dan Syamsul Bahri.**

Pada, tahun 2008 BPD Sumbar juga hanya melakukan satu kali RUPS

Tahunan, dalam rapat tersebut ada beberapa keputusan penting yang dihasilkan:

L

2.

Menyetujui dan mengesahkan Neraca Perhitungan Laba Rugi dan
Penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2007.

Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan perubahan
pasal 52 dan pasal 58 Peraturan Dana Pensiun (PDP) tentang Dana
Pensiun BPD Sumbar dan Penyataan Pendiri Dana Pensiun BPD
Sumbar serta berlaku bagi Direksi yang pensiun terhitung tahun 2008.

- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Dewan Pengawas Syariah

periode 2007-2011 yaitu Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, MA sebagai
Ketua Dewan Pengawas Syariah dan H. Gusrizal Gazahar, Lc, Mag
sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah serta menyetujui
pengangkatan Dewan Pengawas Syariah periode 2008-2010, yaitu H.
Gusrizal Gazahar, Lc, Mag sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah
dan M. Redha Nur Lc, Mag sebagai Anggota Dewan Pengawas
Syariah.

4. Menyetujui pembayaran dividen atas tambahan setoran modal sebesar

Rp 49.915.632.060,- dari pemegang saham selama tahun 2007 yang
masih ditampung di rekening antara.

- Menyetujui penambahan modal disetor untuk tahun 2008 sebesar Rp

33.000.000.000,- secara proporsional sesuai dengan porsi masing-
masing saham disetor sebagaimana pasal 4 Anggaran Dasar BPD
Sumbar

35

Ibid
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Menyetujui  pelimpahan wewenang dan memberikan kuasa
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk memberi persetujuan
hapus tagih terhadap kredit yang telah dihapus bukukan.*

Sedangkan ditahun 2009 BPD Sumbar melakukan 2 kali RUPS, yaitu satu

kali RUPS tahunan dan satu kali lagi RUPS luar biasa. Dalam dua RUPS tersebut

dihasilkan beberapa keputusan yang penting, diantaranya :

1.

2.

Menyetujui dan mengesahkan Neraca Perhitungan Laba Rugi dan
Penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2009.

Menyetujui pengambilalihan kewajiban setoran saham Kabupaten 50
Kota sebesar Rp. 673.000.000,- kepada 3 (tiga) pemegang saham
yang porsi kepemilikan sahamnya dibawah 1 % (satu persen).

. Menyetujui penyempurnaan peraturan dana pensiun BPD Sumbar

dengan penambahan satu klausula tentang pembayaran manfaat
pension lainnya berupa pembayaran manfaat pensiun ke 13 kepada
pensiunan sebesar 1 (satu) kali manfaat pensiun.

. Menyetujui penambahan setoran modal sebesar Rp. 38 milyar pada

tahun buku 2009 secara proporsional dari pemegang saham sesuai
dengan komposisi kepemilikan saham setelah RUPS tahun buku 2008
yang diselenggarakan pada tanggal 06 Mei 2009 dan disetorkan
paling lambat ahkir Desember 2009.

- Menyetujui untuk menunda pelaksanaan revaluasi asset sampai

dilakukannya emisi saham untuk pihak ketiga atau sampai Bank
membutuhkan.

. Pemegang saham akan memutuskan system remunerasi bagi Direksi

dan Komisaris serta memberikan masukkan terhadap system
remunerasi Pegawai BPD Sumbar dalam jangka watu 2 (dua) bulan
terhitung sejak tanggal rapat terebut.’

Dari tahun 2007 hingga 2009 tersebut terlihat bahwa BPD Sumbar telah

melakukan RUPS tahunan setiap tahunnya, dan RUPS luar biasa dua kali. Dalam

RUPS tersebut telah diputuskan pula beberapa hal — hal yang penting guna

36

Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2008
" Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2009




kemajuan Bank. Ini membuktikan bahwa RUPS BPD Sumbar telah berusaha
untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai wewenang yang dimiliki.
b. Direksi

Dalam pasal 1 angka 5 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dijelaskan yang dimaksud dengan Direksi adalah “organ perseroan yang
berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan
Perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik
didalam maupun diluar pengadilan”. Artinya dalam sebuah Bank Direksi adalah
organ utama yang menjalankan bank tersebut.

Dalam BPD Sumbar yang menjadi tanggung jawab pokok seorang Direksi
ialah :

I. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan bank dan
mewakili bank baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai
anggaran dasar. Tanggung jawab pengurusan tersebut bersifat
tanggung renteng, sehingga seluruh Direksi bertanggung jawab
bersama hingga harta pribadinya apabila ia lalai menjalankan
tugasnya.

2. Direksi bertindak semata — mata untuk kepentingan bank secara
amanah dan sesuai dengan prinsip — prinsip GCG agar tujuan bank
bisa tercapai.

3. Direksi wajib mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung
Jjawab yang dipikulnya tersebut.

4. Direksi bertanggung jawab terhadap perhitungan tahunan yang telah
diperiksa oleh Akuntan Publik terdiri dari neraca dan perhitungan
laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas
dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

5. Direksi bertanggung jawab terhadap laporan tahunan mengenai
keadaan dan jalannya Bank, hasil yang telah dicapai, perkiraan
mengenai perkembangan Bank dimasa yang akan datang, kegiatan
utama Bank dan perubahannya selama tahun buku serta rincian
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masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
6. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha, Direksi harus
dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial (Corporate
:Social Responsibility) dengan membuat perencanaan .tertulis ggmg
jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggungjawab sosial Bank.
¢. Komisaris

Dalam pasal 1 angka 6 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
dijelaskan bahwa korﬁisaris adalah “organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum maupun khusus sesuai anggaran dasar serta
memberikan nasehat kepada Direksi”. Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa
tugas dan tanggung jawab seorang Komisaris adalah mengawasi dan menasehati
setiap tindakan Direksi dalam bekerja.

Dalam Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2008 juga
dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang Komisaris ialah “melakukan
pengawasan terhadap setiap kebijakan Direksi dalam menjalankan bank serta
memberikan nasehat dan masukan — masukan lain sesuai anggaran dasar yang
ditetapkan RUPS serta menerapkan GCG secara baik”. ** Dalam bekerja
Komisaris dibantu oleh beberapa komite, yaitu Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko. Komite Audit bertugas memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan dan perencanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam

rangka menilai kecukupan pengendalian interen termasuk kecukupan proses

pelaporan keuangan. Sedangkan Komite Pemantau Risiko bertugas mengevaluasi

38
39

Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007
Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2008
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kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan
tersebut, serta memantau dan mengevaluaéi pelaksanaan tugas Komite Manajemen
Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Namun dilihat dari data pelaksanaan GCG dari tahun 2007 sampai 2009,
yang menjadi tugas pokok bagi seorang Komisaris BPD Sumbar ialah :

1. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya tersebut secara independen
dan membentuk sekurang — kurangnya 3 komite yang membantu
melaksanakan tugasnya tersebut, yaitu Komite Audit, Komite
Pemantau Resiko, serta Komite Nemunasi dan Komite Remunerasi.

2. Melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sendiri baik secara individu
ataupun kolektif, dan juga mengevaluasi ke tiga komite yang
membantunya tersebut.

3. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi
setiap anggota Dewan Komisaris, yang paling kurang mengatur
mengenai etika kerja, waktu kerja dan mekanisme rapat dewan
komisaris.

4. Mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 4 kali dalam
setahun, minimal setiap anggota Dewan Komisaris harus hadir dalam
2 kali rapat.

5. Memastikan Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Interen, Auditor Eksternal,
Hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil pengawasan badan
otoritas lain.*

2. Tanggung jawab organ - organ Tambahan

Organ — organ Bank, RUPS , direksi dan komisaris, belum menjamin
terlaksananya prinsip — prinsip Corporate Governance, khusunya mengenai
perlindungan bagi investor. Lemahnya penerapan prinsip GCG di perusahaan —

perusahaan Indonesia terutama pada saat krisis perekonomian mengakibatkan sikap

“ Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007 - 2009
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apatis kreditor internasional akn iklim investasi di Indonesia. Padahal dunia bi;;nis di
Indonesia sangat memerlukan suntikan dana segar dari investor asing.

Untuk mendorong implementasi prinsip — prinsip GCG tersebut, maka muncul
ide tentang “organ tambahan” dalam struktur perseroan. Organ tambahan tersebut
ddiharapkan dapat meningkatkan penerapan Good Corporate Governance di
Indonesia, diantaranya :

a. Direksi Independen

Pada dasarnya Direksi dalam sebuah perusahaan adalah orang yang
bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dan mewakili perusahaan
baik di dalam maupun diluar pengadilan. Namun sayanganya Direksi tidak
melaksanakan tugas utama yang diembannya secara optimal. Hal ini disebabkan
karena umumnya Direktur adalah salah satu pemegang saham mayoritas yang
kerap memanfaatkan perusahaan yang dipegangnya untuk memperoleh
keuntungan ekonomi pribadinya saja. Untul; itu muncul la hide yang mewajibkan
setiap perusahaan memiliki Direksi Independen.

Dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No Kep-305/BEJ/07-2004
tentang Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas
Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dijelaskan bahwa Direksi
Independen ialah “orang — orang yang professional yang bersifat netral sehingga

dapat mengelola perusahaan secara baik dan secara optimal melaksanakan tugas
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utamanya”. Selain itu dalam Keputusan Direksi BEJ ini juga dijelaskan kriteria
seorang Direksi Independen, yaitu :

I. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham
Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan sekurang —
kurangnya 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direksi independen

2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris atau direksi
lainnya dari perusahaan tercatat

3. Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain

4. Tidak menjadi orang dalam lembaga atau profesi penunjang pasar
modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6
bulan sebelum penunjukan sebagai direktur

Jadi jelas kehadiran seorang Direksi Independen dalam sebuah
perusahaan/bank dapat meningkatkan kinerja dari anggota Dewan Direksi lain,
sebab Direksi Independen dalam peningkatan kualitas pelaksanaan GCG
ditugaskan untuk membantu dewan direksi lainnya dalam menjalankan tugas
utamanya sebagai direksi. Artinya secara tidak langsung dengan adanya Direksi
Independen, tugas — tugas dari anggota Dewan Direksi lain bisa jadi terpantau.

b. Komisaris Independen

Komisaris independen dalam pasal 1 angka 4 PBI No. 8/14/PBI/2006
tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum adalah “anggota Dewan Komisaris
yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi

dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen”. Artinya komisaris
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independen adalah anggota dewan komisaris yang mewdkili pemegang saham

independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), kriteria

sorang Komisaris Independen adalah :

1
A

6.

7.

Bukan merupakan anggota manajemen

Bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat
atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung
dengan pemegang saham mayoritas dalam perusahaan

. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak

dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan
atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula
dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi
menempati posisi seperti itu.

. Komisaris independen bukan merupakan penasehat professional

perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan
perusahaan tersebut

. Komisaris independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan

yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau dengan
perusahaan lain yang sekelompok dengannya

Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan
atau perusahaan lain yang sekelompok dengannya

Komisaris independen harus bebas dari urusan bisnis apapun.*’

Dengan kata lain, Komisaris Independen memiliki peranan yang sama dengan

Komisaris

yaitu menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi

manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya

akuntabilitas. Pada intinya Komisaris Independen merupakan “ suatu mekanisme

independen (netral) mengawasi mekanisme untuk memberikan petunjuk dan

arahan pada pengelola perusahaan”.*

4]
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Forum for Corporate Governance in Indonesia. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam
Pelaksanaan GCG, Edisi ke-2, Jakarta : FCGI, hal 7.

Ibid, hal.5
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Namun ada beberapa tugas utama Komisaris Independen bersama dengan
dewan Komisaris, yaitu :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis — garis besar
rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan
rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan
kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan.

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan
penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses
pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan wajar.

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat

*manajemen, anggota dewan direksi dan anggota komisaris, termasuk
penyalahgunaan asset perusahaan dan manipulasi transaksi
perusahaan.

4. Memeonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan
dimana perlu. Komisaris independen harus melaksanakan transparansi
dan pertanggungjawaban dalam hal ini.

5. Memantau Jproses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam
perusahaan.

c. Komite Audit

Komite Audit adalah “suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih
anggota dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar
dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna
mencapai tujuan komite audit”.** Komite Audit dituntut untuk dapat bertindak
secara independen karena merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal
auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani fungsi pengawasan

dewan komisaris dengan internal auditor.

“ " Ibid, hal 5-6
“ Hasnati, Analisis Hukum Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju GCG, Jurnal hokum bisnis
Volume 22, Juni 2003,hal 20.
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Dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang pelksanaan GCG bagi bank umum
dijelaskan tugas dan tanggung jawab Komite Audit ialah :

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan
dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit
dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk
kecukupan proses pelaporan keuangan.

2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap:

a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;

b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan
standar audit yang berlaku;

c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang
berlaku;

d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan
Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank
Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan
Komisaris.

3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris

* untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Sedangkan dalam pedoman GCG, tugas dan tanggung jawab komite audit

ialah:
1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan interen yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, serta

kemandirian dan objektivitas eksternal auditor.
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit
selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit.*’
Namun, pada umumnya Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada “laporan

keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan”*,

“*" Ibid, hal. 17.
" Forum for Corporate Governance in Indonesia, Op- Cit, hal. 13
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Kebutuhan akan komite audit ini disebabkan karena belum memadainya
peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Selain itu,
kehadiran komite audit diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG, sebab komite
audit lah yang memantau apakah perusahaan telah berjalan sesuai undang —
undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara
efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh
karyawan perusahaan.

d. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Suatu perusahaan yang baik akan membutuhkan sekretaris perusahaan
dalam menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan. “Sekretaris dalam
perusahaan umum nya ditugaskan untuk membantu direksi. Kedudukan sekretaris
yang dibawah direksi mengakibatkan sekretaris umumnya hanya memiliki tugas

untuk melaksanakan perintah dari direksi saja™*’.

Tidak ada tanggung jawab
sekretaris akan kebenaran data atau laporan yang disimpan atau diarsipkannya.
Sekretaris perusahaan atau sekretaris independen ialah “investor relations,
compliance officer, dan pejabat penghubung serta menatausahakan dan
menyimpan, dokumen perseroan, termasuk tidak terbatas pada Daftar Pemegang
Saham, Daftar Khusus Perseroan dan risalah rapat direksi maupun RUPS™™, Jadi

profesi sekretaris ini berbeda dengan sekretaris pada umumnya, seperti sekretaris

direktur, komisaris, atau organ eksekutif perusahaan lainnya.

47

48

Indra Suryana dan Ivan Yustiavanda, Op-Cit, hal .152

Forum for Corporate Governance in Indonesia, Op- Cit, hal. 15 i
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Keberadaan sekretaris perusahaan ini sangat diperlukan dan dinilai sangat
penting, karena segala data maupun laporan yang sifatnya material ada pada
sekretaris perusahaan. Penyediaan informasi berkaitan dengan kepentingan
pemegang saham (shareholder) dan pihak lain (stakeholders). Disamping itu,
sekretaris perusahaah juga harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan
dengan masalah disclosure perusahaan, sebab hal ini juga membedakan antara
sekretaris perusahaan dengan sekretaris pada umumnya.

Dalam angka 1 Peraturan Bapepam Nomor IX.I. 4 tentang Pembentukan
Sekretaris Perusahaan dejelaskan tugas seorang sekretaris perusahaan adalah :

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang
dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau
Perusahaan Publik

3. Memberikan masukan kepada direksi Emiten atau Perusahaan Publik
untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995
tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya

4. Sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau
Perusahaan Publik dengan Bapepam dan masyarakat

5. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh direktur Emiten
atau Perusahaan Publik

Keempat organ tambahan ini telah dibentuk oleh BPD Sumbar untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG nya. Setiap organ telah mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, hal ini
terbukti dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan GCG pada BPD Sumbar dari

tahun ke tahun. Selain itu dengan adanya keempat organ ini juga membuat setiap

insan BPD Sumbar bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.
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3. Bentuk tanggung jawab sosial BPD Sumbar
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menyadari pentingnya untuk
berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Dari tahun ke tahun
bersama dengan seluruh stakeholder BPD Sumbar terus berperan serta dalam
pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang pendidikan,
keagamaan, sosial, kesehatan, olah raga dan seni. Hal ini di wujudkan dengan ke ikut
sertaan BPD Sumbar secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai
kegiatan — kegiatan masyarakat, ataupun memberikan bantuan serta pelayanan —
pelayanan gratis kepada masyarakat.
Dari data yang diperoleh dapat dilihat bentuk tanggung jawab sosial yang
telah dilaksanakan oleh BPD Sumbar, diantaranya:
a. Dalam bidang pendidikan
BPD Sumbar baik secara langsung maupun tidak langsung ikut berperan
dalam pembangunan di wilayah Sumatera Barat. Salah satu wujud peran serta
tersebut dalam sektor pendidikan, yakni pemberian beasiswa kepada 70 orang
mahasiswa UNP Padang, 48 orang mahasiswa Unand Padang, dan 20 orang
mahasiswa YPTK Universitas Putra Indonesia. Pemberian bantuan untuk siswa
berprestasi ujian UN melalui Dinas Pendidikan Sumatera Barat dan bantuan dana
melalui BKOW Propinsi Sumatera Barat untuk keterampilan menjahit bagi warga
kurang mampu.

b. Dalam bidang keagamaan dan social
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Bank Nagari Padang juga telah berpartisipasi aktif memberi bantuan‘ untuk
pembangunan dan perbaikan Mesjid, Mushola & Pesantren yang berlokasi di
Kodya Padang serta pembangunan MTSn Nagari lolo Pantai Cermin Kabupaten
Solok. Kemudian BPD Sumbar juga merhberikan bantuan untuk korban gempa
bumi di Batusangkar, Bukittinggi, Solok, Mentawai, Painan, Tapan dan
Mukomuko, bantuan sapi Qurban untuk masyarakat di lingkungan Kantor BPD
Sumbar, paket lebaran kepada 24 panti asuhan yang ada di kota Padang, bantuan
MTQ tingkat Sumatera Barat dan bantuan untuk lomba asmaulhusna tingkat SLTP
dan SLTA se kota Padang.
¢. Dalam bidang kesehatan, olahraga dan seni

Dalam bidang kesehatan BPD Sumbar juga telah berperan aktif memberikan
pemeriksaan kesehatan gratis kepada pensiunan yang mengambil uang pensiunnya.
Demikian juga halnya dalam bidang olahraga & seni BPD Sumbar pernah
memberikan bantuan untuk Persatuan Sepak Bola Padang dan bantuan untuk

Porseni tingkat SLTP dan SLTA se Kota Padang di tahun 2007.%

“°" Data dari Laporan Pelaksanaan GCG BPD Sumbar tahun 2007 - 2009



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan terhadap Pelaksanaan Prinsip

Responsibility dalam Implementasi Good Corporate Governance pada Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Barat ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut :

1.

Pelaksanaan Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik)

pada BPD Sumbar telah dilakukan dengan baik, hal ini terbukti dengan
meningkatnya kualitas pelaksanaan GCG pada BPD Sumbar dari tahun ke tahun,
mulai dari predikat Cukup Baik yang diberikan Bank Indonesia pada tahun 2006,

hingga predikat Baik yang diperoleh dari tahun 2007 hingga sekarang. Hal ini

diraih oleh BPD Sumbar karena hasil akhir nilaj komposit terhadap 11 aspek
pelaksanaan GCG dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP/2007
tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum semakin kecil, sehingga kualitas
pelaksanaan GCG nya pun makin terus membaik.

Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban (responsibility) dalam penerapan GCG
pada BPD Sumbar dapat terlihat dari pelaksanaan tanggung jawab yang
dipegang oleh organ — organ utama bank (RUPS, Komisaris, dan Direksi) dan

organ tambahan yang berguna dalam penerapan GCG (Komisaris Independen,
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Direksi Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit), seperti halnya
RUPS yang setiap tahun nya selalu mengadakan rapat tahunan guna membahas
masalah operasional bank selama satu tahun kebelakang, dan juga mengadakan
RUPS luar biasa sesekali guna membahas mengenai pembentukan kepengurusan
baru di bank, kemudian Komite Audit yang bertanggung jawab dalam
mengawasi setiap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh
karyawan perusahaan dan memantau apakah Bank telah mematuhi peraturan —
peraturan yang ada. Begitu juga dengan pelaksanaan tanggung jawab organ —
organ lainnya yang membuktikan bahwa wewenang dan tugasnya memang telah
terlaksana. Disamping itu prinsip responsibility juga dapat dilihat dari tanggung
jawab sosial yang diberikan oleh BPD Sumbar baik dalam segi pendidikan,
sosial, agama, seni, maupun olahraga. Seperti Bea Siswa yang diberikan kepada
mahasiswa — mahasiswa berprestasi baik di Unand, UNP, maupun UPI dan lain -

lain.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penerapan GCG secara umum maupun
pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban (responsibility) pada Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Barat ialah :

1. Penulis menyarankan agar pemerintah membuat suatu peraturan perundang —

undangan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan GCG ini, sebab praktek ini
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sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan juga
untuk mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat. Disamping itu dengan
adanya Undang — undang yang mengatur tentang pelaksanaan GCG ini otomatis
aplikasinya akan lebih terarah.

Hendaknya kualitas pelaksanaan GCG bagi setiap bank lebih ditingkatkan lagi,
dalam artian pihak bank haruslah memandang praktek ini lebih serius, dan
Janganlah pihak bank hanya melaksanakan GCG ini hanya untuk mematuhi
peraturan BI saja, tetapi memang untuk meningkatkan profesionalitas bank
dalam berusaha, sebab citra yang baik dan keuntungan besar tersebut akan
diperoleh bank apabila setiap insan bank mampu bersikap profesional dalam
bekerja.

Dalam pelaksanaan prinsip responsibility hendaknya-setiap organ bank dapat
meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan
yang ada, karena hal ini akan menghindari terjadinya benturan kepentingan

antara organ — organ bank tersebut.
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Menurut PBI Nomor 8/4/PBl/2006 Pasal 1 angka
6 menyatakan bahwa Good Corporate
Governance adalah suatu tata kelola Bank yang
meneraphkan prinsip-prinsip :

Keterbukaan (transparency)
Akuntabilitas (accountability)
Pertanggungjawaban (responsibility)
Independensi (/independency)
Kewajaran (fairness)

Prinsip-Prinsip GCG

TRANSPARANSI

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil
dan relevan mengenai perusahaan kepada stakeholders.

AKUNTABILITAS

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
organ perusahaan.

RESPONSIBILITAS (PERTANGGUNGJAWABAN)

Pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan
wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dan
kesesuaian dengan peraturan yang berlaku baik
peraturan internal perusahaan maupun peraturan
perundang-undangan terkait.

09/06/2011




Prinsip-Prinsip GCG

INDEPENDENSI

Bebas dari pengaruh / tekanan (intervensi) pihak luar yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

prinsip korporasi

yang sehat, menghindari benturan

kepentingan dan berkompetisi di pasar produk secara
sehat, tidak tergantung kepada Pemerintah.

FAIRNESS (KEWAJARAN)
Perlakuan yang adil dan setara terhadap hak-hak semua
pihak (stakeholders), yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
tanggung jawab sosial dari perusahaan.
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Menurut PBI 8/4/PBI/2006 Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG minimal
harus diwujudkan, berkaitan dengan laporan GCG ke Bank Indonesia :

Direksi;

eksternal;
intern;

f. Rencana strategis Bank;

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan

b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan
kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;

c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor

d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian

e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;

g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

ARA 2008 PT. BPD Sumatera Barat
Kategori BUMN/D Keuangan Non Listed
Peringkat Kategori 2 dari 16 peserta
Peringkat Umum 27 dari 163 peserta
Nilai-dan Bobot: GCG (30%) capaian 21%,
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